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~ Agus Brotosusilo

Pemeriniah Indonesia teloh menjodi anggota
|- The World Trade Organization {(Organisasi:
'”Perdagangan Dunia), dengan telah disahkannya.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi
"-Perdagatzgatz Dunia, Ratzﬁkas: ini menimbul-
kan akibat hukum eksternal dan internal. Aki-
bat hukum eksternal adalah bahwe Indonesia.
egala ;Ic""'waﬂban yang dibebankan.
edangkan akibat hukum internal tidak ter-
batas pada usaha untuk merubah hukum na-
sional. Penulis artikel ini membahos dampak,
yuridis, pertimbangan ekonomis dan cakrawala "
sosiologis atas rafifikasi p_e_g_anjgan WIO, . -

The World Trade Organization/WTO merupakan payung yang menaungi
28 jenis persetujuan yang mengatur tentang perdagangan barang perda?
gangan jasa dan perlindungan hak kepemilikan intelektuel serta mvestasg-
yang berhubungan dengan perdagangan. Berbeda dengan AFTA, APEC, dan
ASEM yang tidak memiliki kekuatan yuridis, maka keikut-sertaan suatu
negara sebagai anggota WTO menimbulkan konsekwensi hukum yang otoma-
tis mengikat, bahkan lengkap dengan sarana penerzpan sanksi-sanksi bagi
pelanggaran terhadap aturannya,

Melalui Undang-undang Nomor 7. Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perse-

oleh Program ?ascas.agana Ul !akaﬂa 6 Septemb«:r 1093,
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ketentuan dalam persetujuan mternasxonal yang bersangkutan 5o
‘Akibat hukum internal ini’ tidak terbatas pada usaha untuk merubah-_-
hukum uasmnal agar sesuai’ dengar; ketentuan-ketentuan dalam persetu;uan{_
internasional yang bersangkutan namun juga harus disertai dengan jaminan
bahwa hukum!nasional: tersebut dlterapkan dengan konsisten; atau dengan
kata lain hukum tersebu hams efektif. Oleh karena itu; kanggotaan RI pada’

lembaga internasional.ini ‘akan ‘menimbulkari- ppengaruhyang-tidak dapat.
diabaikan terhadap sxstem perekononuan nasional ‘Indonesia; sehingga tentu
saja akan mempengaruhl kesejahteraan seluruhywarga masyarakat: Oleh kare=
na itu‘telaah yuridis-terhadap hal:ini bukanlah-kegiatan yang mengada-ada.’
Meskipun demikian; telaah ini tidak-dapat dipisahkan sama sekali'dari kajian
terhadap.aspek kehidupan lamnya misalnyasaja dari pertimbangan ekonomis
dan: cakrawala;sosiologis. Namun pemahaman terhadap permasalahan yang:
akan dlka_}l baru memadai apabila:diketahui ‘latar: belakang -pembentukarn.
organisasi perdagangan multilateral tersebut, yang tidak dapat-dipisahkan dan: -
apa yang terjadi.di negara Paman Sam-lebih dari setengah abad-yang lalu.:
-.Grear Depression di Amerika Serikat pada tahun 1930an:adalah maiapea
taka ekonomi yang selalu menghantui negara-negara maju. Untuk mencegah:
terulangnya bencana-tersebut, pada tahun: 1944 tokoh-tokoh:dari berbagai
negara berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire - USA. Dalam perte-,
muan itu-berkembang pemakiran bahwa -sistem. perekonomian dunia hanya-
dapat dxperbalkl dengan ‘memperkuat: dan mengembangkan sistem perekono-
mian liberal. Untuk mencapai tujuan tersebut berhasil dxbentuk dua lembaga
keuangan, yaitu: "the International Monetary Fund (IMF}” dan "the World
Bank”. Namun upaya pembentukan pilar ketiga yang diharapkan dapat men-

“VTihat "the Vienna Convention on the Law of Treatizs, May 23,1958%, Meskipan Tadonesia Balim
meratifikasi "Honvensi Wina, 1969% ini, namun kagdah-kaedsh yang ada dapat:dianggap sebagai hokum
kebiasaan 1nt»=masmna! yang berlalm. dilinglungan masyaraicat internssional, harena hakekat“Komvensi,

Wina, 1069" it sendis sebenarmya adalah kodifikasi hukum kebissaan tniemasmnai yang berfaku, pada:;_
sast ik, I

MNomeor 2. Tahun XXV




. 98 | . o : Hukum dan Pembangunan

; _}ach penyangga tegaknya mstem perekonomian:liberal: “the: Imernatzonal_'-
- Trade Organization (IT0)", menemui. kegagalan. Lembaga perdagangan int
_ tzdak pernah ‘menjadi-effektif; sehingga tujuan-tujuan yang ingin dlcapalnyafff _

kemudian: menjadi: embno bag1 kelahlran General Agreement on: Targﬁ”s and_
dee (GA’I‘T) FaEE ey B el sl s e el s ;

| 3)‘ penmptaan akhm perdagangan yang stabil dan dapat diperkirakan (trans .
~paran); dan- s s 4
4)_-' -penyeiesalan sengketa melalm perundlngan/konsultasdkensﬂ1351

st Sampal saat "Tokyo Round" GATZ‘ merupakan Iembaga terlemah dlantara:
berbaga: lembaga ;yang ‘ada di-bawah naungan: Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB), karena. lembaga ini tidak:memiliki sarana untuk-memaksakan berla~
kunya: ketentuamketentuan yang dihasilkannya. Mes-kipun:demikian; se_;ak_
masih merupakan embrio~- terwujud dalam -"Havena Charter” - negara se-
besar Amerika Senkatpun telah meng-anggapnya sebaga1 ancaman terhadap
kedaulatannya.Senat negara’ ini menentang keras: -prinsip-prinsip ‘dalam’
"Havana Charter" (1940);? karena mereka khawatir terhadap hakekat GATT:
yang dapat berwujud sebagai kaidah: hukum yang bersifat "supranasional”
Itulah sebabnya negara tersebut menganggap GATT hanyalah sebagai “an
executive agreement”, bukannya "a treazy".’ -Anggapan:semacam ini terha-:
dap GATT telah berubah total sesudah’ "Uruguay Round " -terwujud sebagai
paket: kesepakatan ‘multilateral berbagai negara, yang memxhkl kekuatan
meng;kat bagi seluruh negara pesertanya,

' Kesepakatan GATT hasil "Uruguay Round” ‘yang telah dxrundmgkan se-’
gak September 1986 di*Punta dél Este, Uruguay,”ditandatangani oleh 1124
negara dan wakil MEE di Marrakesh; 15 April 1994, dalam wujud- "Final
Act Embodymg the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotzanons ter-
d1r1 dar; 28 gems persetujuan (agreements) d:lampara oleh Iebxh dam 26 OGO'

? Havana Charter disusun pada tahun 1940 untuk menciptakan “International Trade Organization
(T0}". Chaner ini berusaha untuk menyusun pengaturan untuk mencegsh "Restrictive Business
Practices *, antara lain dalam bidang-bidang jaca asuransi, perbankan, pengangkutan, dan telekomunikasi.

© *Lihat UNTACD/UNDP Interregional Project: Preliminary Analisys of the Impact of the Drajt Final
Act of the Uruguay Round of Multilateral trade | negoriation on United Siates Trade Law and Policy, A

Report prepared ‘for The:] ymmﬁamﬁummmw@mmm@ymw

Commanication, 9 July 1992,
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4 __60%) keuntungan tersebut memang hanya akan damkmat: oleh negara~negara }- -

siatif pembentukan_iembaga 1m), dan keruman_

tyang sangat berbeda diban- b
| _;;_lam karena perlhal sebagm' .
berikut -

S Seluruh naskah persetujuan ini merupakgn paket sehmgga negara peserta :

tidak dapat'"meiakukan 'reservas
nya; '

as*ketentuan yang merugikan plhak— :

2. 'Cakupari bldang yang dnatux_' 1eb1_h luas dxbandmg ketentuan GAT‘F sebe-

-lumnya Kecuali mencakup penurunan tarif, penyusutan atau pengha—'
pusan hambatan non-tarif, opical dan natural resources-based
product tek an_'pertauzan,' Juga mellputl pengaturan ‘tentang "new
-issues"-yang. meliput: Agreement on Trade Related Aspect of | Intellectual :

- Property Rights (TRIPS); Agreement on Trade Related Aspect of Invest-
ment Measures (TRIMS); dan General Agreement on Trade in Services;

3. Negara berkembang harus menjadi peserta aktxf" yang tidak hanya me-

tapi juga harus menjaiankan kewaj 1ban sepenuhnya sebagaimana anggota
peserta dari negara maju

“+ Status hukum” GATT 1994/WTO" berbedd dengan "GATT 19477 Na-
mun pada hakekatnyé WTO tidak menggantikan GATT 1947. Jadi nega-
ra-negara yang mienerima WTO tetapi tidak mundur-dari’ GATT 1947, ‘terikat
pada dua jenis’ perangkat ‘hukum; Beberapa negara‘(USA" dan MEE)--- ah’
menyatakan bahwa mereka akan’ memnggalkan GATT 1947 .

“Agreement’ Establashmg the: World: Trade: Orgamzatzon (WT 0) (Per-'
setujuan Pembentukan Orgamsa51 Perdagangan Dunia) mewu_;udka_ __kerang—
ka-kerja lembaga tunggal yang memayunﬂl seluruh: kesepakatan GA® ye
telati ‘dimodifikasi berdasarkan hasil Uruguay Round: ‘Struktur lembaga ‘ini
pada puncak kekuasaan diserahkan kepada sidang tingkat Menteri {(Ministe-:
rial Conference) yang bersidang sekali’ setiap dua tahun: Sidang Menteri ini
membentik Dewan Umum® (Geneml Coum:il) 'yang ‘berfugas ‘untuk: meng-=-

awasz g@laksanaan selu-ruh persem uan’ dan ‘dan’ kepumsan—kegutusan
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MNISTR!AL CONFERENCE-.
i (every w0 year)

| GEWERAL COUCIL {—{Trade Polic Review|

cwmtte on Trade W
Sand. aevelopment :

1'-".C_o'zm1_tte.on Balance | |1’ SHFORTC S| REFORIE S COUNCIL
. of Payments - .. . ‘SERVICES .| | GOODS... | Ilintell. prop.)

Committe on Budget | | L

DCommittes set up to adnnmster the vanbus arrangements
Sumbcr FOCUS 3994

<Kerangka-kerja WTO tersebut akan menjamin "pelaksanaan pendekatan
tunggal" atas' segala-hasil Uruguay. Round. Dengan demikian. keanggotaan
pada WTO. berarti-menerima. seluruh hasil: Uruguay Round tanpa penge-
cualian; - stampmg ‘persetujuan-persetujuan tersebut. di.- atas, WTO juga
harus mengeiola *the plurilateral. arrangements " yang tidak tercakup dalam
Umguay ‘Round, .yang. meliputi: Trade in .Civil Air: Craﬂ Govermnem
Frocurement, Dazry Products, dan Bovine Meat. SEiy

.Dalam preambul persetujuan pembentukannya WTO menekankan kem~
bah tu_}uan yang ingin dicapai oleh GATT, yaitu: peningkatan standar hidup.
dan - penghasilan; perluasan lapangan kerja; peningkatan produksi .dan
perdagangan; serta pemakaian optimal atas sumberdaya alam. dunia untuk
menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Bahkan obyek segala upaya tersebut kali ini tidak terbatas pada perdagangan

barang-barang {goods) saja (seperti pada GATT sebelum Uruguay Round),

April 1996



Damp .Yurzdis WTO o S : _ 101

o _'(servzces)

'..'_.:_tztzonlaW) uhtukmencegah distor51daiam perdagangan ‘Namun’ dxbahk mg_
- 'mulia ini ada bahaya yang sebenarnya selalu ‘mengintip: bahwa - masalah-'

| 'tetapl diperiuas sehmgga mehputi Juga "perdaganoan pelayanan }asa'

Dalam menjalankan tugasnya nantl WTO d:harapkan bahu-membahy beu-
g : a'd ngan IMF- dan World Bank stampmg itu,: 1embaga ini juga 3

'hngkungan dan perburuhan yang berhubungan dengan perdagangan interna-

‘sional -oleh negara-negara maju akan’ dljadlkan sebagai’ alasan ‘untuk: mela?;

kukan: protek31 terselubnng atas produk: barang~barang dan jasa yang meng— '

hadapl saingan ketat dari negara-negara berkembang. - SRRk

‘Liberalisasi perdagangan internasional melalui: WTO dlharapkan akan
mengakhm praktek hukum rimba dalamperdagangan internasional ‘yang
sering ditandai dengan tindakan-tindakan - penghukuman yang -diterapkan
secara sepihak, bila suatu negara besar: merasa kepentmgannya dlmglkan
oleh mitra dagangnya yang lebih lemah.* > =

Adapun perbaikan perekonomian duma melalm WTO dxharapkan du.apal
melalui;

- perdagangan, mvestam penampungan tenaga kerja, daa pertumhuhan
income;

- pengetatan sarana hukum terutama melaim lembaga ”dzspuz‘es seuic ment
mechanism”;

- penurunan tarif global sampal 40% yang akan membuka Iehlh lebar
pangsa pasar-internasional; .

- pembenmkan kerangka kerja multllateral untuk bldang trade in ser-
vices” dan perlindungan atas - "trade-related ‘aspect of mrellecrua] pro-
perty rights"; dan

- jaminan atas perwujudan persetujuan tentang perdagangan multllateral di
bidang komoditi pertaman tekstﬂ dan garmen R

+ deakan peﬂghukumnﬁecara sewemmg chang:m mnsalnya sz_;a sering cistun]akkan oich Amc:nLa

e ety yang setala-menganca ik yang divedul - mergik ey e ERT ekl TR S

terbukti} dengan “Super* dan “Special” Section 301 dari US Trade and Comperitiveness Act, 1988,
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- Intisari Hasil Perundingan
- "Uruguay Round”’

Persemjuan-persetujuan yanU bernaung dlbawah payuno WTO yang : e‘h—ﬁ_-

-PERSETUJ UAN~PERSETUJ UAN MULTH ATERAL TENTANG
PERDAGANGAN BARANG-BARANG + =« = -
Persetujuan Umum-Tentang Tarif dan ?erdagangaanA’l’I‘ 1994
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal Il l(b) ' :
- Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XVII- okt |
- Kesepakatan Tentang Penafsiran, Pasal: XIL dan XVILB -
- Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXIV :
_-:Kesepakatan Tentang Penafsiran: Pasal XXV .
‘Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXVII__I_._. :
... Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXXV i
Protokol {Marrakesh) GATT 1994
«-Persetujuan-Tentang-Pertanian o0 o0 - o
Persetujuan Tentang Penerapan Tindakan Perimdungan
- +Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan
Perserujuan Tentang Tekstil dan Pakaian Jadi
.« Persetujuan tentang Hambatan Teknis:Dalam Perdagangan
Persetujuan Tentang Ketentuan di Bidang Penanaman Modaj
- yang Terkait Dengan Perdagangan : o
---Fersetujuan Tentang-Pelaksanaan Pasal VI GA’I’T (Ant;«» T
Dumping) Y
. ‘Persetujuan Tentang . Pelaksanan Pasal VII dan Persetujuan Roehn
Umum Tentang Tarif dan Perdagangan -
Persetujuan Tentang Pemeriksaan Pra-Pengapalan
Persetujuan Tentang Ketentuan Asal Barang
Persetujuan Tentang Prosedur-prosedur Perizinan Impor
Persetuuan Tentang Subsidi dan Tindakan Anti-Subsidi
Persetujuan Tetang Tindakan Pengamanan

PERSETUJUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN JASA-JASA
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ommrgrati et lonvenst Wina 1969 Mindnamun keed sl keedalr yatig ady Supae dlainegs) gﬁ”s“’;:ifi E§: g”ﬁ'i‘“ﬁ‘tﬁ’ﬁtﬁ’ﬁ
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Berdasarkan kaedah hukum kebxasaan mternasxonal yang kemudian

muskan secara- tertuhs dalam "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi adalah’ ta— x
hapan ke-3 yang: harus. dilalui oleh suatu persetujuan mtemaswnai sepert;i._

halnya "Final Act - Uruguay Round ", agar dapat. memipunyai kekuatan meng-

ikat. Dua tahapan sebelumnya adalah (1) penanda-tanganan naskah persetuaf. :
juan, dan (2) persetujuan oleh lembaga sesuai dengau ketentuan-konsti=

tusionel masing-masing negara: (bagi RI'misalnya:saja‘oleh:DPR).3 Dliam-
pauinya ketiga tahapan :tersebut: memlhk; akibat hukum eksternal maupun
internal bagi negara yang melakukannya.-

- Akibat'hukum eksternal yang timbul' adaiah bahwa melalul tmdakan ter»-}_
sebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segaia kewajiban.
yang: dlbebankan oleh persefujuan internasionalivang:dimaksud. Sedangkan*"
akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara‘yang bersangkutan untuk’
merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan—ketentuan dalam’-i-

persetujuan internasional yang: bersangkutan

Akibat 'hukum: internal ini‘tidak-terbatas -pada ‘usaha untuk merubah:
hukum nasional -agar :sesuai: dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan.=-
internasional yang:bersangkutan, namun juga harus disertai dengan j jaminan-
bahwa hukum-nasional tersebut diterapkan-dengan konsisten, atau’dengan-

kata lain hukum tersebut harus efektif. Hal pertama bukanlah sesuatu yang
mudah untuk dilakukan. Namun hal yang terakhir ini lebih sulit dilaksanakan
karena berbagai kendala yang menghadang. Salah satu diantaranya adalah

bahwa akibat policy -pemerintah-RI - -yang selama- beberapa -dekade: lebih
mengutamakan pembangunan ekonomi dlbandmgkan pembangunan di bldang :
kehldupan sosxai dan budaya lamnya termasuk bxdang hukum Namun setea_;_

5 Lihat“*the Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, '1969", Meskipun Indonesia belim

kebiasaan internasional yang berlaku dilingkungan masyarakas internasional.
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'Iah RI melaluz Undang»undano Nomer 7 Tahun.1994" tentang Ratifikas{ {'
Persemjuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/OPD' (Agresment

‘on Establishment of World Trade Organization/WTQ) meratifikasi hasil
. ”anai Act= Umguay R@und.;”, peran’ ‘hukum’ dalam perdaganvan internasionai -

- i negara ini tidak dapat ditawar-tawar Jagi. ‘Pilihan yang ada adalah;

: transaks; bisnis harus mempemmbangkan aspek hukum, atau sistem pereko- o
o 'nomxan negara ini. akan porak-poranda akibat ”(cross-seczoml) retaliorion”. ..
. yang d:iakukan oleh negara-negara mitra dagang sesama anggota OPD/WTG::'_
yang merasa dirugikan dalam transaksi dengan pihak Indonesia. Kerugian ini~
dapat dituduhkan tidak terbatas: akibat tindakan pedagang atau (aparat)
pemermtah indonesia, tetapi juga terhadap s;kap tmdak konsumen yang
merupakan ‘wargamasyarakat biasa.:

- Dalam lingkup. nasional, fugas: RI dx bidang hukum sekarana adalah-
me akukan tindaklanjur. sebagai-konsekuensi ratifikasi-terhadap “Final Acr<
Umguay Round 7 Tindaklanjut tersebut meliputi selurih komponén sistém
hukum, ‘baik: komponen substan51 komponen struktural" maupun kom~-
peneu budaya bukum®o o _

- Pembenahan komponen substans1 s1stem hukum mehput: pembentukan;
hukum naswnal ‘'yang: sejiwa’ dengan:isi kesepakatan yang tertuang dalam
"Final Act - Uruguay Round”. Kegiatan ini dapat berupa penyempurnaan’
pemndang‘undangan nasmnal yang telah ada tetapi belum memenuhi tuntutan
kesepakatan-multilateral :yang tertuang .dalam "final - act™ tersebut, ataupun
bahkan merumuskan perundang-undangan yang baru sepanjang ketentuan se--
‘macam itu.ada dalam “Final Act - Uruguay Round " namun belum ada peng=
aturannya.dalam: perundang-undangan nasional, Dalam hal ini pemerintah RI:
berada pada posisi yang jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan peme-:
rintah negara-negara maju. stainya saja-di Amerika Serikat, dimana ter-
dapat cukup banyak “interest group” atau bahkan "pressure group” yang ikut
campur tidak hanya dalam pembentukan perundang-undangan, namun juga
selama berlangsungnya perundmgan-perundmgan dalam rangka Uruguay'

= Komponen subs!.ansn dari- sistem hukum ada!ah hasxl nyata yang dm:rbnkan sistemn hukum, yang.:
adalah bempa aturan-aturan, baik yang tertulis {misalnyz saja undang-undang)maupun yang tidak tertulis
{misalnya saja kacdah kaedah dalam hukum kebmsaan) :

7 Komponen mmkmral dan sns!em hukum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak d:
dalam suaty mekanisme, yang intinya adalah lemhaga-lembnga yang berkailan erat dengan sistem hukum,
inisalnya saja: lembaga pembuat undang-undang, pengadmm. kepoiasuan, dan lembaga-iembaga lainnya.
Uraianp58TXtedmbygngan antar lembaga-lembaga ini berdasarkan sistem hukumt Indonesia, lihat: Agus
Brotosusilo dan Winarno Yudha: Sistem Hukum Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta 1986,

hal, 1316,

* Budaya hukum adalah s:kap-snkap warga masyarakat yang intinya adalah nilai-nilai yang diznutnya:
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(1986.1994), Camp"' <ta_ngan kelompok-kelompok ini tidak Jarang;-‘_ |
kan esuhtan__'bag pihak yang - arus' ] i '

inya paiagz dampak yang akan tsmbui akxbat ratmka51nya-='-'-seh 'gga: -
litan y; dzsabutkan-- di- T

auh lebih berat dan parumus pollcy dx negara ‘dimana: pohcyf C
| telah mendapatt nggapan~tanggapan dari: berbagai kelom 0k
: _er__epentmgan dan akan merasakan dampak: policy. tersebut.
2= -Komponen. stmktural dari sistem hukumtidak ketmgga!an harus meng-' \
~alami penyesuaian: deugan ‘hasil: kesepakatan mululateral tersebut ‘diatas;
Untuk keperiuan tersebut. 1embaga-lembaga hukum yang ada perlu dlsempur-'_
-nakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. :Dalam’ ‘beberapa hal bahkan. perly’
'dlbentuk Iembaga lembaga pendukung 'yang baru; Dalam rangka’ penyempur~-
- naan ini yang:terpenting sebenarnya adalah peningkatan keahlian: perso
_b__ertanggung -jawab:untuk mengelola’ lembaga-—lembaga tersebut
- Budaya hukum tercermin dalam: sikap warga masyarakat yang sangat:di -
pengaruhz oleh sistem mla1 yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat
Indonesia- terhadap penerapan Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO akan
sangat dxpeugamhl oleh ‘sistem nilai yang dianutnya; Untuk ‘membenahi
komponen budaya hukum dari sistem hukur; akan ditelaah’ gambaran seder~
hana ‘tentang:pandangan- masyarakat Indonesia-terhadap sistem  nilai yang
dominan dalam kegiatan bisnis. Dalam telaah hukum, keberadaan miau»mlm
tidak: dapat berdiri sendiri-sendiri; tetapi selaly terwujud dalam "antinomi®;-
yaitu pasangan-pasangan nilai; yang di ‘antara pasangan-pasangan’ tersebut
senngkah saling bertegangan (tetapi tidak ‘selali bertentangan). Demikian
pula sistem nilai. yang: dianut oleh masyarakat ‘dari sudut pandang hukum
adalah jalinan yang serasi ‘antara pasangan nilai-nilai tersebut. LR
-:Dalam dunia bisnis, antmom yang menyolok antara lam adaiah pasangan'
mlai-mial : ;

materialisme - Spirntuahsme
individualisme - komunalisme; dan
inovasi - konservasi,

- Hasil penelitian Supomo, arsitek UUD 1945, yang: diperkuat ah!--ahii_
1imu sos:al iamnya menun}ukkan bahwa yang serasi bagl masyarakat Indo-
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" '_Eneala adalah apabila komunalisme lebih dominan dari mdmduahsme 2 Stuch-.
f--lanmya menunjukkan bahwa bagl sebagian besar’ masyarakat tersebut yang
‘serasi adalah apabila spiritualisme lebih dominan dari: ‘materialisme. ™ Trulah -
_sebabnya ‘para -pencipta-motif batik ‘atan ‘pengarang suatu lagu’ ﬁradlslonel
(misalnya:, gendmg-gendmg 3 awa) tldak ‘pernah meminta imbalan - materi
'-_kepada pihak lain yang ‘memanfaatkan: ciptaan mereka, karena mereka lebih -
s ikmati-imbalan berupa’ kepuasan batmlspxrltuel blla orang lam meman— -
- faatkan hasil karya mereka, - :
: aliknya; tidak dapat _1pungk1r1...bahwa prans1p-prms;p yang terkam.
dung dalam: Persemjuanqversetujuan Dibawah WIO, misalnya saja- ketentuan
tentang perhndungan terhadap IPR; terutama hak cipta, hak paten, hak paten
sederhana, disain produk industri; hak atas merek, hak atas lisensi, dan trade
secrets, dilandasi pandangan bahwa keberadaan nilai materialisme dalam ke-
tentuan tersebut lebih menonjol’ daripada nilai spiritualisme. Demikian pula
keberadaan nilai indivi-dualisme. lebih menonjol daripada nilai komunalisme.
Kond:sz ‘semacam inilah-yang menurut konsep-barat "kondusif" bagi "ino-
_______ termasuk dalam bldang bisnis. Apabila produk hukum yang mengacu
pada mstem nilai semacam ini dihadapkan pada masyarakat yang menganut
sistem nilai dan memiliki budaya hukum:yang berbeda, bukan hal yang aneh
bila penerapan produk hukum tersebut akan menjumpai banyak kesulitan
- Meskipun pengalaman budaya- berbagai masyarakat menunjukkan bahwa
dalam -pergulatan antara- nilai materialisme: dengan nilai . spiritualisme
biasanya pada akhirnyanilai materialismelah yang keluar sebagai pemenang,
namun tanpa intervensi:tertentn, pergulatan itu biasanya berlangsung: untuk
jangka waktu yang sangat panjang. Berdasarkan kenyataan-ini, mudah difa-
hami bahwa masalah pelaksanaan produk hukum yang berkaitan dengan, mi-
salnya saja tentang perlindungan terhadap:hak milik intelektual di Indonesia
masih-akan :menghadapi: hambatan ;yang tidak mudah untuk diatasi. Sekali
Iagi; tanpa intervensi tertentu, keadaan ini tidak akan segera berubah; karena
para pihak yang diwawancarai:dalam penelitian yang dilakukan menyatakan
bahwa informasi dan pemahaman tentang Persetujuan-persetujuan Dzbawah
WTO dari instansi resmipun darasakan masah kurang sekali, g e

i+® Lihat Selo Scemardjan: “Modemn Business in Cross Cultural Perspectives ", makalah dasampakan
pada Kursus Kader mepman Pertamina - Angkatan IV, Semarang 20 Oktober 1994, :

bt Baca pcndapat Boeke dalam: Indonesian Economics: The Concept of Dualrsm In ﬁ:eory and
atMan dor

Kolﬁ' pads micdia yang sama, dan pendapat Schrierke dalam Irzdonesia, Comell, No. 14, Olaober 1972.
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Pertnmbangan Ekonem:s

s Zderlta keruglan paimg besar dlbandmg negara—negara lain,’ yaitu mengaiMI- .

- penurunan"real income™ sebesar 0.6% sampai tahun 2002 (lihat tabe)

B Sedangkan kelompok yang. opurms memperhltungkan bahwa melalui peluang’ _

akses pasar. yang terbuka di negara-negara anggota lainnya Indonesaa ak
meraih keuntungan dengan ikut serta dalam WTO Pendapat ini hanya m:
kin terwujud bila tmgkat effisiensi industri- maupun pelayanan jas:
Indonesia mampu bersamg dengan produk dan jasa dan negara-negara
termasuk dengan negara-negara ‘maju. - "

" Dibidang perdagangan mternasmnal secara umum, Worid Bank berpen—
dapat bahwa bila Indonesia ingin lebih kompetitif dan efisien perlu dilakukan
penurunan hambatan perdagangan bazk berupa tarif maupun NTBs", peng~_
hapusan pembatasan—pernbatasan ekspor, perce—patan laju depresiasi- the real

exchange rate™mata uang rupiah; pengurangan atas pembatasan-pembatas_anf

di‘sektor investasi- ‘asing, dan’ proses’ Privatisasi.’ Pandangan yang mendu-:;
kiing: dxperlancamya proses privatisasi didasarkan pada ‘asumsi bahwa peru-

sahaan swasta seiaiu lebih-efisien dlbandmg Badan Usaha Milik Negara. Bilai_
asumsi ini benar; pr1vat15a51 diharapkan mampu ‘memastikan 1k]1m kompetltxf_

yanig diharapkan ‘akan lebili melindungi kepentmgan umum.

Untuk menghasilkan produk maupun jasa yang kompetltlf dan mencapal i

tingkat efisiensi yang ‘tinggi, Indonesia berusaha melalui serangkaian paket

deregulaSL ‘Namun World Bank (1994) berpendapat bahwa paket dereguiaSI 4
sejauh ini hanya memiliki pengaruh yang’ sangat terbatas terhadap strukturf

msentlf daiam perdagangan mtemasu)nai

S Wu;ud paimg nyam dan N'I'B dalam sektor perdaganaan Indoncsza adakah pembatasan penzman'

impor,

2 World Bank. Indonesia: Stability, Growth and Equity in Repelita VI, 1994, Hal. 85.
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. Tahel i
Jumlah Permmtaan Pemenksaan
Substantxf Paten ST

‘NOPEMBER':
DESEMBER

Perkembangan dalam penurunan N’I’B sangat lambat 3 Protekm efektlf;
untuk produk. _manufaktur masih, sekitar. 52 %. sehingga merupakan tingkat:
tertinggi-diantar kelompok megara. yang. tergolong .dalam kelompok “the.
East Asian Mzmcle .. Iniiberarti bahwa perusahaan yang.tingkat efekti-.
ﬁtasnya 0% dibawah saingan mternasmnainya masih dapat bertahan dalam:
pasar domestzk ~meskipun mereka tidak akan mampu- melakukan ekspor..
Tingkat. protek31 efektif: yang. tmggl ini-juga. memmbulkan ‘anti-eksport.
bias": sumber daya yang ada dialihkan dari kompet131 mtemaswnal ekportir.
ke usaha dengan orientasi domesnk et it

Sebahknya ‘pada sektor investasi asmg, paket-paket dereoulam ternyata___
sangat besar pengamhnya Reahsam investasi asing meningkat dari US$ 0,4.
milyar. di tahun 1987 menjadi US$ 1,7.di tahun 1992, sedangkan pada peri-
ode yang sama persetujuan investasi. juga-meningkat-dari US$.1,5 milyar:
menjadi lebih dari US$ 10 milyar. Sebagian besar pertumbuhan tersebut ter-
jadi di sekitar sektor manufaktur. Sedangkan di tahun 1993/1994 meskipun
realisagi investasi masih cukup tinggi, yaitu US$ 2 milyar, namun perse-
tujuan investasi turun sebesar 21%. Hal ini mencerminkan makin ketatnya

¥ Sampei pertengahan 1994 proteksi masth diberikan terhadap 30% produk manufaktur dan 35%
produk agricultur. Demikian juga perkembangan dalam proteksi 1anif: Proteksi berupa tarif nominal dan
tarif bea tambahen masih berkicar disekitar 20%,

* The World Bank-(1994), Hal. 83:
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perlukan untuk xdentiﬁkam dan penyempurnaan hukum nasmnai agar sesuai _
dengan: hakekat Persetujuan -persetujuan Dibawah. WIO; pelatihan sumber-
daya manusia yang: akan bertugas untuk menerapkan ketentuian-ketes
yang telah disesuaikan' ‘dengan "Fmal Act” tersebut, baik tenaga dabidang'
hukum! (untuk penyldlkan penuntutan din perad:]au) maupun tenaga admi--
mstrataf pelanhan tenaga-tenaga -teknis - untuk pelaksanaan keten -
ketentuan- ‘yang disesuaikan’ dengan keténtian "Final Act” (misalnya saja"
tenaga yang harus melakukan pememksaan substannf atas permohonan hak- 5
paten); penyediaan peraiatan yang diperlukan (misalnya komputensas1-- y
"online” dengan jaringan internasional untuk pelaksanaan perlindungan?
pemngkatan kemampuan tenaga—tenaoa pabean. -agar mampu manerapka
tentuan-ketentuan ‘yang: .disesuaikan: dengan’ Ketentuan "Final ‘Acs*® yar g
berkaitan «dengan urusan: kepabeanan ‘dan penyebar-ludsan (pemasyarakatan) g
segala hasil: Perserujuampersetujuan Dibawah*WT0, térmasuk perundang—'ﬁ
undangan nasmnai yang merupakan peramran pelaksanaannya g

Cakrawaia Sosxologus |

Dan sudut pandang sosxologls -apa’ yang periu dilakukan sete]ah RIE'
meratifikasi Pembentukan WTO adalah mengupayakan bagaimana agar ke-'
tentuan-ketentuan-yang tercakup di:dalamnya:dan perundang-undangan na-'

@ww&mwmamm@ma@mm “dimengerti,. dan ‘pada:
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o akarn 'a d1taat1 oleh selurh warga masyarakat Tercapamya fujuan ini sangaf." _

_ dxpéngamhi oleh faktor—faktor mtem maupun ekstern dari: s:stem hukum o

':pafmcaif'w;lt aam' p.hak yang posxsmya sangat menentukan pelaksanaan
pe ﬁdanmundangan n_asmnal t@rsebut o5

}a_gﬁ"i?;;Séca : e'tektzf :fise’oagal contoh ternyata bahwa 6 tahun telah berlaiu
dang~undang No. 6 Tahun 1989 Tentang. Paten dinyatakan berlaku;

ngkat: efektiﬁtasnya ternyata .masih sangat-rendah, Karena ada
_ faktor ‘yang :mejadi persyaratan. bagi-efekiifitas ‘ketentuan. tentang
pe ndungan 1IPR; belum terpenuhi. :Dari penelitian-penulis. dapat- ditarik
kesimpulan | bahwa pengaiaman Direktorat Jenderal. Paten dan Hak Cipta -
Eeparcemen Kehakian RI selama ini dalam menangani permohonan perlin-
dungan paten menunjukkan kurangnya kemampuan ‘tenaga pelaksana yang
harus bertanggung -jawab. untuk memproses permohonan ini. Sebagai gam-
baran .selama kurun waktu.2 tahun (1992,.dan . 1993). ke Direktorat Paten
masuk. 6511‘ permohonan pemerxksaan substantif.paten disamping 702 peme-
riksaan substantif. yang sedang dalam ;proses. Dari: seluruh. permohonan ter-
sebut ternyata yang berhasil memperoleh perlindungan selama 2 tahun kerja
tersebut hanyalah 1 (satu).paten saja;-ditolak permohonannya 3 (tiga) paten;
sedangkan. siganya. masuk- kedalam - kategon “dalam proses” (lihat tahel: 23
Kelemahan pada sebagian komponen sistem:hukum ini sangat- mendesak un-
tuk segera diperbaiki, karena ketentnan tentang perlindungan terhadap
“Intellectual Property Rights”, termasuk paten, dalam rumusan persetujuan
persetujuan dibawah WTO jauh lebih ketat dari ketentuan-ketentuan serupa
pada perundang-undangan nasional RI. Upaya untuk mewujudkan efektivitas
perundang-undangan nasional yang- merupakan-implementasi- Persetujuan-
persetujuan Dibawah WTO jelas memerlukan perencanaan yang cermat, di-
tindak-lanjuti pelaksanaan yang bersungguh (dilatar belakangi dengan "poli-

émwﬂlwwmw@gh@&gmmM1nizn helume diraih dalam. rangka
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kan kerueian pada s;stem perekonomlan RI

Empact of Partaai Multilateral Liberalisation on Real Income '.
. Sensitivity with Respect to BOTH Trade Elasties S

Tabel 2

mya harus dzgalakkan Sasaran penyampalan mformam pemhal
o "Uruguay Round” maupun perundang~undangan nasicnal yang_-*_- 8
: merupakan_ 1mpie-mentasmya tersebut tidak cukup terbatas dztujukan kep fa

kat: ukum --yahg dlrumuskan dalam Persetzguan persetujuan iba-:
wah WTO adalah sedemikian rupa sehmgga warga masyarakat yang merupa-
: kan kons umen produk dan pelayanan Jasa-jasa yang terlibat dalam transakm_ :
_ perdagangan internasional harus ‘mendapatkan cnkup ‘penyuluhan sehmggaﬁ_ '
. mereka tidak meIakukan szkap-tmdak yang bertentangan dengan jiwa dan’ se-
o man gat Perserujuan perserujuan Di bawaoh WI( hanya karena kendak—tahu-
armya “karena kesalahan sema-cam ini dapat dijadikan sebagai alasan bagi_ -
~ 'mitra dagang dari negara lain sesama anggota WTO/OPD untuk memmbul-

ZIndonasm o

: ngena -
. | South Afnca

Mediferraﬂean
Gulf Region

| Low Income Asaa L \

' Upper Income Asm "

Other Afnca_;.ﬁ N

|06 |06

|02 =02
0304 0.4
04 |03 ]
04 1 04

05 | 04
0.0 .5

09 |
0.5

0.1

QB e
0.3

0.3

0.8
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| European Commmum:y - 13 . 18 " 15

European Free Trade As:a Ul 14 1.6 1.6

Enropean Eccmomics in Trans;hon o 01 S22 L 03

Former Sov;et Umon Cenonm s L0 e 00 007
ridle cewso 03 b 03
Low Income 1.5 1.2 1.8
Latin America 0.4 0.3 0.3
Other Developing ¢ 4.0.5 0.8 0.5
OECD 7% B PP N L TV (TR ¢ R Y Q.8 0.8
Other aeteee s sl O B 0 L 0

'I‘otal : 0.6 0.7 0.8

Sumber The World Bank 1993

Dengan dem:klan ratsﬁkas: Persetujuan -persetujuan Dzbawah WTO oleh
RI meniupkan angin segar di bidang hukum di negara ini, tetapi sekaligus
memunculkan sedikit kekeceéwaan. Disatu sisi, kegembiraan timbul karena
ratifikasi menimbulkan konsekuensi bahwa dalam kegiatan bisnis, hukum dan
penerapannya yang sampai saat ini dibiarkan dalam kondisi yang mempriha-
tinkan, harus segera mengalami perbaikan, Karena WTO dengan "Dispute
Sertlement ‘Mechanism™nya telah berlaku secara efektif dan mengikat R,
pelanggaran:terhadap ketentuan yang sangat sepele sekalipun, mxsainya saja
pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembeli kaset lagu-tagu bajakan
di kaki-lima, bila tidak ditindak sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat
dijadikan sebagal alasan bagi negara lain, Amerika Serikat mzsalnya untuk
melakukan "cross-sectoral retaliotion” dengan sasaran produk-produk ung-
gulan eksport Indonesia (misalnya kayu lapis atau garmen dan tekstil) ke

Hicgard yang oersangkutan. D sisi lain, kekecewaan timbul, terutama dari
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'-"_'-maupun Jasa dl snam negara harus dilakukan secara terpadu Koordmasx. '

- .antara para pxhak yang terkait’ dengan ‘hal"ini‘ menjadi sangat penting, karena -

tidak dipenuhinya } ketentuan Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO di suatu -
sektor dapat memmbulkan dampak yang berakibat fatal bagi sektor lain yang
lebih strategis. ‘Masalah koordinasi ini ‘memerlukan perhatzan khusus karena'
tidak merupakan rahasia iagi bahwa selama ini koordinasi antara sesama ins-
tans;/aparat pemermtah saja bukan suatu hal yang mudah dilakukan. “Ego—.
. sentrisme Sektoral™ d;ka!angan beberapa ‘instansi- pemerintah seiama m1
‘ternyata merupakan penyaklt 'yang amat sulit untuk diobati,® -
Sebenarnya dalam praktek transaksi perdagangan internasional, keber-
‘hasilan‘disepakatinya persetujuan:persetujuan yang tercakup dalam Perse-

.. tujuan-persetujuan Dibawah WTO itu sendiri bukan merupakan hasil - yang

dapat mengatasi segala masalah, karena rumusan-rumusan yang diwujudkan
‘dalam persetu}uan—persetujuan tersebut sebenarnya tidak lain hanyalah meru-
pakan bagian dari proses tawar-menawar yang berkelanjutan. Dengan demi-
kian, ketentuan—ketentuan yang telah dlsepakan bersama dalam beraneka
agreement ‘mauptn komitmen-komitmen yang dmyatakan oleh masing-ma-
sing negara anggota, tidak pelak lagi akan menimbulkan’ ‘penafsiran-penaf-
siran yang mungkm berbeda. Tidak mustahil bahwa perbedaan-perbedaan pe-
nafsiran ini akan- memmbuikan permasalahan atau sengketa yang harus d:se—
lesaikan di kemudian hagi; 0 =
Sampai saat ini komumen-komltmen yang dikemukakan oleh Indonesia
baik.di ‘sektor- pertanian,” industri-maupun jasa ‘pada prinsipnya: diberikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen-komitmen yang diberikan
tersebut bahkan sebagian besar masih kurang liberal dibanding peraturan
perunidang-undangan nasional yang berlaku. Namun selain masalah ini sebe-

1 Llhat Agus Brmosus:]o Socml C?wnge in Segara Anakan -{National. Umverssty, Smgapore

Meraleh disapkan pada “lechnical Worksrop on Integraied Tropical Coastal Area Menagemeni®,
Okiobcr 1988).
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fnarr;ya ‘masih ada.persoalan yang tidak kalah peliknya. i
- - Diselesaikannya. pembentukar:suatu produk ‘hukum (nasional maupu

,.berat unmk dﬂaksanakan darxpada proses pembentukan produk'_
' hukum tersebut, yaitu bagaxmana mengupayakan agar hu}cum yang ada ber— :
.Iaku“secas:a- efekuf i _ s o L T 2 .

. Daftar Pusataka

:Buku . 4 W oo : & 4
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:;ter'nasmnai),_bukan berarti menyelesalkan segala permasalaban: yang dxatur -
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